Menimbang

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalar
mewujudkar
dalam pem
Republik I
aparatur

profesional,
bersih dari f
mampu  my
masyarakat
unsur pers
berdasarkan

h rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan
| tujuan negara sebagaimana tercantum
bukaan Undang-Undang Dasar Negara
donesia Tahun 1945, perlu dibangun
ipil negara yang memiliki integritas,
netral dan bebas dari intervensi politik,
raktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
bnyelenggarakan pelayanan publik bagi
dan mampu menjalankan peran sebagai
bkat persatuan dan kesatuan bangsa

Negara Rep

| Pancasila dan Undang-Undang Dasar
blik IndonesiaTahun 1945;

dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan
bermoral skbagai penyelenggara pemerintahan yang
menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,
perlu peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil
dijadikan pedoman dalam
disiplin, sehingga dapat menjamin
ya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan
tugas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah|Daerah Kabupaten Semarang;

bahwa seshai ketentuan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 52
ayat (1) Pefaturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang anajemen Pegawai Pemerintah Dengan
Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah  wajib
melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai

pertimbangan  sebagaimana
dimaksud fialam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkah Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai




Mengingat

Menetapkan

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Daerah;

1.

2.

Pasal 18 pyat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-UrjJdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Daerah-daerah Kabupaten dalam
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
. Undang-Unjldang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerin Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia |Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimarja telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Ndmor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Menjadi Urjldang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia |Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran flegara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Unidang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia |Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL|NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serharang.
9. Pemerintah Daerah adalahl Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang m

bmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan da¢rah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Dadrah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat

aerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

N3 ok

Bupati adalah Bupati Semarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekfetaris Daerah Kabupaten Semarang.
Perangkat Daerah adalah Pergngkat Daerah Kabupaten Semarang.
Aparatur Sipil Negara yang se
Pegawai Negeri Sipil dan Pegaj

lanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
ai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

bekerja pada instansi pemerirjtah.




23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Tunjangan Kinerja atau Tam

han Penghasilan Pegawai adalah tunjangan

yang diberikan kepada Pegayai ASN yang besarannya didasarkan pada
hasil evaluasi jabatan dan capgaian kinerja Pegawai ASN.

Pakaian Dinas adalah pakai
identitas ASN dalam melaks

seragam yang dipakai untuk menunjukkan

akan tugas.

Upaya Administratif adalah ptoses penyelesaian sengketa yang ditempuh

oleh Pegawai ASN yang ti
Keputusan Pejabat.

Keberatan adalah Upaya Ad
yang tidak puas terhadap Ke
PNS atau selain pemutusan hj
Upaya Administratif yang ditd
terhadap Keputusan Pejabat.
Banding Administratif adalah

k puas terhadap Keputusan PPK atau

inistratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN
utusan PPK selain pemberhentian sebagai
ibungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan
mpuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas

Upaya Administratif yang ditempuh oleh

Pegawai ASN yang tidak pilas terhadap Keputusan PPK mengenai

pemberhentian sebagai PNS a
sebagai PPPK.
Unit Kerja adalah satuan kerja
bersangkutan melaksanakan ti
Pejabat Yang Berwenang yang

fau pemutusan hubungan perjanjian kerja

atasan langsung sebagai tempat ASN yang
jgas dalam organisasi.
selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat

yang mempunyai kewenang
pemindahan, dan pemberhenti
peraturan perundang-undangan.

Dampak Negatif adalah damppk yang menimbulkan turunnya harkat,

melaksanakan proses pengangkatan,
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan

martabat, citra, kepercayaar], nama baik, dan/atau mengganggu
kelancaran pelaksanaan tupas Unit Kerja, instansi, dan /atau
pemerintah /negara.
BAB 11
MAKSUT) DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam

menegakkan disiplin Pegawai ASN di

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.

Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rasal 3

‘oses penanganan penjatuhan Hukuman
terbukti melakukan pelanggaran disiplin;

memberikan kepastian dalam p
Disiplin bagi Pegawai ASN yang
dan
menjamin terpeliharanya tata teftib dalam kelancaran pelaksanaan tugas
guna terwujudnya profesionalism¢ Pegawai ASN.




KEWAJIB
B
Pegawai ASN terdiri atas:
a. PNS; dan
b. PPPK.
Be

Pegawai ASN wajib:

a.

(1)

BAB III

AN DAN LARANGAN

gian Kesatu
Umum

Pasal 4

gian Kedua
ewajiban

Pasal 5

setia dan taat sepenuhnya kepa?a Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 19
Pemerintah, dan Pemerintah Daj

menjaga persatuan dan kesatual

melaksanakan kebijakan yang
berwenang;

menaati ketentuan peraturan pe

melaksanakan tugas kedinasaj
kesadaran, dan tanggung jawab;

menunjukkan integritas dan kete
tindakan kepada setiap orang, b

menyimpan rahasia jabatan d
jabatan sesuai dengan ketentu

bersedia ditempatkan di seluruh

Selain memenuhi kewajiban
Pegawai ASN wajib:

a.
b.

C.

menghadiri dan mengucapk

menghadiri dan mengucapk

mengutamakan kepentingarn

t5, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
erah;

h bangsa;

ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang

rundang-undangan;

1 dengan penuh pengabdian, kejujuran,

ladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan
ik di dalam maupun di luar kedinasan;

hanya dapat mengemukakan rahasia
| peraturan perundang-undangan; dan

Perangkat Daerah.
Pasal 6

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

hn sumpah/janji Pegawai ASN;
an sumpah /janji jabatan;

negara dan daerah daripada kepentingan

pribadi, seseorang, dan/ ataju golongan;

melaporkan dengan segera

L#epada atasannya apabila mengetahui ada

hal yang dapat membahaypkan keamanan negara atau merugikan

keuangan negara;

melaporkan harta kekayaarn

dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaraan Negara atajn Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara kepada PyB sesuai
undangan,

masuk kerja dan menaati ke

dengan ketentuan peraturan perundang-

fentuan jam kerja;




(1)

g menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan
sebaik-baiknya;

h. rneno}ak segala bentuk pqlmberian yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

i. mengenakan pakaian dinjas sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan;

J. menaati ketentuan perHawinan dan perceraian sesuai dengan
ketentuan PNS;

k. melaksanakan kode etik dL.n kode perilaku Pegawai ASN;

1. mencapai kinerja tahunan [sekurang-kurangnya berpredikat baik;

m. memberikan pelayanan sefaik-baiknya kepada masyarakat;

n. menaati peraturan kedinagan yang ditetapkan oleh PyB.

Selain memenuhi kewajiban gebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN
mempunyai kewajiban sebagai| berikut:

a.

memberikan kesempatan
kompetensi sesuai dengan
dan

kepada bawahan untuk mengembangkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. melakukan penilaian kinerjh sikap dan perilaku dari atasan, bawahan,

dan rekan kerja.

Baigian Ketiga
Latangan ASN

Pasal 7

Setiap Pegawai ASN dilarang:

g, tugas, dan/atau tanggung jawab;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

hakan kewenangan orang lain yang diduga
dengan jabatan;

ja untuk negara lain;

organisasi internasional tanpa izin atau

bekerja pada perusahaan| asing, konsultan asing, atau lembaga

menggadaikan, menyewakan, atau

meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau

secara tidak sah;
r ketentuan;
lerugikan negara;

gas kedinasan;
perhubungan dengan jabatan dan/atau

a. menyalahgunakan wewenaj

b.
orang lain dengan mengguj
terjadi konflik kepentingan

c. menjadi pegawai atau bekes

d. bekerja pada lembaga ata
tanpa ditugaskan oleh PPK

e.
swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

f. memiliki, menjual, membeli,
surat berharga milik Daer

g. melakukan pungutan di lug

h. melakukan kegiatan yang mj

i. menghalangi berjalannya tu

j. menerima hadiah yang |1
pekerjaan;

k. meminta sesuatu yang ber

melakukan tindakan atau

bungan dengan jabatan;
tidak melakukan tindakan yang dapat

mengakibatkan kerugian b;Tgi yang dilayani;




(2)

m. menjadi anggota dan/atay pengurus partai politik;

n. memberikan dukungan ke¢pada calon Presiden/Wakil Presiden, calon
Kepala Daerah /Wakil Kep4la Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota
DPRD dengan cara:

1. ikut kampanye;

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai
atau atribut Pegawai ABN;

3. sebagai peserta kampahye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
4. sebagai peserta kampahye dengan menggunakan fasilitas Daerah;

5. membuat keputusan |dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah |satu pasangan calon sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanjye,

6. mengadakan kegiatar] yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah njasa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atqu pemberian barang kepada Pegawai ASN,
teman sejawat dalam ljngkungan unit kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat; dan/qtau

7. memberikan surat kungan disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau surat Keterangan kependudukan.

o. tergabung dalam organisapi terlarang atau kegiatan terkait terorisme
dan radikalisme; dan

p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau
orang lain di dalam maupuh di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsyng merugikan Daerah.

Selain memenuhi larangan sgbagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN
dilarang bertindak sewenang-yenang terhadap bawahan.

BAB IV
HUKUYMAN DISIPLIN

Bdgian Kesatu
Umum

Pasal 8

Pegawai ASN wajib mematuhi disiplin Pegawai ASN untuk menjamin
terpeliharanya tata tertib dal kelancaran pelaksanaan tugas, dengan
upaya antara lain:

a. Pegawai ASN yang melakjikan pelanggaran disiplin dan /atau tidak
menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan
Pasal 7 dijatuhi Hukuman |Disiplin.

b. Penjatuhan hukuman disjplin sebagaimana dimaksud pada huruf a
guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran
pelaksanaan tugas.




(2)

(1)

Dalam pelaksanaan peneghgkan disiplin,

melaksanakan penegakan di
peningkatan disiplin terhadap

: Perangkat Daerah wajib
siplin dan melaksanakan berbagai upaya
Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

Tingkat Hukuman Disiplin Pe%awai ASN terdiri dari:

a. Hukuman Disiplin ringan;
b. Hukuman Disiplin sedang;
c. Hukuman Disiplin berat.

Jenis Hukuman Disiplin ring
huruf a terdiri atas:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas sec

Jenis Hukuman Disiplin sed
huruf b, terdiri dari :

a. Bagi PNS terdiri atas:

1. pemotongan tunjangal
persen) selama 6 (enan

2. pemotongan tunjangal

dan

pan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a tertulis.

hng sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1 kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
) bulan;

n kinerja sebesar 25% (dua puluh lima

persen) selama 9 (semHilan) bulan; dan

3. pemotongan tunjangal
persen) selama 12 (dua]

b. Bagi PPPK terdiri atas:
1. Penundaan kenaikan g
2. Penurunan golongan se

Jenis Hukuman Disiplin berat

c, terdiri dari:

a. Bagi PNS terdiri atas:

1. penurunan jabatan sef
bulan;

h kinerja sebesar 25% (dua puluh lima
belas) bulan.

hji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
tingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

ingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)

2. pembebasan dari jabatgnnya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12

(dua belas) bulan; dan

3. pemberhentian dengm#] hormat tidak atas permintaan sendiri

sebagai PNS.
b. Bagi PPPK terdiri atas:
1. pemutusan hubungan

2. pemutusan hubungan

permintaan sendiri; dap

3. pemutusan hubungan

Perjanjian Kerja dengan hormat;

Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas

Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.




(1)

(2)

(1)

B
Jenis Pelan

pgian Ketiga
pgaran dan Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaraﬂ Terhadap Kewajiban

Pasal 10

Hukuman Disiplin ringan selagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf a dijatuhkan kepada
sebabagaimana dimaksud dal
Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, Pasal
Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal €
n, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dai

Hukuman Disiplin ringan ter
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (|

a. teguran lisan bagi Pegawa
yang sah secara kumulati
tahun;

b. teguran tertulis bagi Pegaw
yang sah secara kumulatif
hari kerja dalam 1 (satu) t4

c. pernyataan tidak puas se
masuk kerja tanpa alasan
sampai dengan 10 (sepulul

Hukuman disiplin ringan seba|
negatif pada Unit Kerja.

Hukuman Disiplin sedang se
huruf b dijatuhkan bagi H

Pegawai ASN yang melanggar kewajiban
am pasal 5 huruf ¢ sampai dengan huruf h,
6 ayat (1) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf g,
ayat (1) huruf k sampai dengan huruf huruf
1 Pasal 6 ayat (2) huruf b.

adap pelanggaran kewajiban sebagaimana
1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:

ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan
f selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu)

ai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan
| selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam)
thun; dan

rara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak
yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh)
1) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

paimana dimaksud pada ayat (1) berdampak

Pasal 11

Hagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

egawai ASN yang melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud dala
Pasal 6 ayat (1) huruf a sam
Pasal 6 ayat (1) huruf k samp

Hukuman Disiplin sedang ter
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (

1. pemotongan tunjangan ki
selama 6 (enam) bulan ba
yang sah secara kumulatif
belas) hari kerja;

Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf h,
i dengan huruf g, Pasal 6 ayat (1) huruf i,
i dengan huruf n, dan Pasal 6 ayat (2).

adap pelanggaran kewajiban sebagaimana
) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:

erja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
i PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan
selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga

2. pemotongan tunjangan kirjerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)

selama 9 (sembilan) bular

bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa

alasan yang sah secara Kumulatif selama 14 (empat belas) sampai
dengan 16 (enam belas) hati kerja;

3. pemotongan tunjangan kirjerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)

selama 12 (dua belas) bulgn bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara Humulatif selama 17 (tujuh belas) sampai

dengan 20 (dua puluh) hari

4. Penundaan kenaikan gaji b

kerja;
brkala selama 1 (satu) tahun; dan bagi PPPK

yang tidak masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama
11 (sebelas) sampai dengan| 15 (lima belas) hari kerja; dan




5. Penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun bagi
rja tanpa alasan yang sah secara kumulatif
pai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.

Hukuman disiplin sedang sebggaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak
negatif pada Daerah.

Pasal 12

Hukuman Disiplin berat sebggaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf c¢ dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dal Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h,
Pasal 6 ayat (1) huruf ¢ sampai dengan huruf h, Pasal 6 ayat (1) huruf k
sampai dengan huruf n, dan Hasal 6 ayat (2).

hukuman disiplin berat terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penurunan jabatan seting

(3)

(1)

(2)
b.
e.
d.
e.
f.
g.
h.

(3)

Pegawai ASN yang melanggar kete

bagi PNS yang tidak m
kumulatif selama 21 (dua
empat) hari kerja dalam 1

pembebasan dari jabatani
(dua belas) bulan bagi PNS
sah secara kumulatif sela
(dua puluh tujuh) hari ker;

at lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
suk kerja tanpa alasan yang sah secara
puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh
[satu) tahun;

nya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12
vang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang
ma 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27
a dalam 1 (satu) tahun;

pemberhentian dengan hopmat tidak atas permintaan sendiri sebagai

PNS bagi PNS yang:

tidak masuk kerja tanpa a
(dua puluh delapan) hari
tidak masuk kerja tanpa a
10 (sepuluh) hari kerja.
pemutusan hubungan pe
permintaan sendiri bagi PF

tidak masuk kerja tanpa 4
(dua puluh satu) hari kerja

tidak masuk kerja tanpa al
10 (sepuluh) hari kerja.

asan yang sah secara kumulatif selama 28

san yang sah secara terus menerus selama

Fﬂja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

rjanjian kerja dengan hormat tidak atas
PK yang:

lasan yang sah secara kumulatif selama 21
| atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

asan yang sah secara terus menerus selama

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimasud pada ayat (1) berdampak
negatif pada Negara.

Pasal 13

tuan Peraturan Pemerintah yang mengatur

tentang izin perkawinan dan percerpian bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf j dijatuhi salgh satu jenis hukuman disiplin tingkat berat.

(1)

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajibjan masuk kerja dan menaati ketentuan jam

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dihitung secara
kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

(2)

Pegawai ASN yang tidak mas

1k kerja dan tidak menaati ketentuan jam

kerja tanpa alasan yang sah segara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari

kerja sebagaimana dimaksud

Halam Pasal 12 huruf1 angka 3 huruf b dan




(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

angka 4 huruf b diberhe

berikutnya.

Penghentian pembayaran gaji

berikut:

b. Atasan langsung melakuk
yang dituangkan dalam |
maka Kepala Perangkat
kepada Perangkat Daera
penghentian gaji Pegawai /

c. Perangkat Daerah yang
penghentian gaji kepada P

htikan pembayaran gajinya sejak bulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai

an prosedur pemanggilan dan pemeriksaan
perita acara pemeriksaan, apabila terbukti
Daerah segera melaporkan secara tertulis
h yang membidangi kepegawaian untuk
A\SN;

membidangi kepegawaian menyampaikan
rrangkat Daerah terkait; dan

Penghentian gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
ditetapkannya keputusan

Bupati tentang pemberhentian dengan

hormat tidak atas perminftaan sendiri sebagai PNS atau Pemutusan
hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri sebagai PPPK.

Apabila berdasarkan hasil pgmeriksaan atasan langsung, Pegawai ASN
tidak terbukti bersalah maJrEa yang bersangkutan direhabilitasi dan

diberikan

hak-haknya spsuai dengan = ketentuan peraturan
perundangundangan.
Paragraf 2
Pelanggarar Terhadap Larangan

asal 15

Hukuman Disiplin ringan seb
huruf a dijatuhkan bagi
sebagaimana dimaksud dala
huruf h, dan Pasal 7 ayat (1)

gaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
egawai ASN yang melanggar larangan
Pasal 7 ayat (1) huruf f, pasal 7 ayat (1)
ruf i.

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak

negatif pada Unit kerja.

Pasal 16

Hukuman Disiplin sedang set#agaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

huruf b dijatuhkan bagi
sebagaimana dimaksud dalam

i, Pasal 7 ayat (1) hurufl, Pasal

2).

Hukuman Disiplin sedang seb

Pegawai ASN yang melanggar larangan
Pasal 7 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf
7 ayat (1) huruf n angka 2, dan Pasal 7 ayat

gaimana dimaksud pda ayat (1) berdampak

negatif pada Instansi/Pemerintah Daerah

Hukuman Disiplin berat seb
huruf c dijatuhkan bagi
sebagaimana dimaksud dal
huruf h, Pasal 7 ayat (1) hur
huruf n angka 3, angka 4, ang
(1) huruf o sampai dengan hu

Hukuman Disiplin berat seba

asal 17

aimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
egawai ASN yang melanggar larangan
Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan
j sampai dengan huruf k, Pasal 7 ayat (1)
a 5, angka 6, dan angka 7, dan Pasal 7 ayat
fp.

imana dimaksud pada ayat (1) berdampak

negatif pada Instansi/Pemerinfah Daerah.

Paragraf 3

Pemberhentian Tidak Denghn Hormat atau Pemutusan Hubungan
Perjanjian Kefja Tidak Dengan Hormat




PNS diberhentikan tidak dengan
hubungan perjanjian kerja tidak d

a.

b.

PyBM terdiri atas:
a.

b
e:
d
e

(1) PPK berwenang menjatuhkan |

Pasal 18

hormat atau PPPK dilakukan pemutusan
engan hormat, karena:

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tah

dihukum penjara atau kurun
telah memiliki kekuatan huk
kejahatan jabatan atau tindal
dengan jabatan dan/atau pidaj

un 1945;

an berdasarkan putusan pengadilan yang
m tetap karena melakukan tindak pidana
. pidana kejahatan yang ada hubungannya
ha umum;

dihukum penjara berdasark

putusan pengadilan yang telah memiliki

menjadi anggota dan/atau pez‘rgurus partai politik; atau

kekuatan hukum tetap kare
dengan pidana penjara paling
pidana tersebut dilakukan den

Ba
Pejabat Yang

Pejabat Pembina Kepegawaian|

Pejabat Pimpinan Tinggi Mady3,;

melakukan tindak pidana yang diancam
singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak
pban berencana.

bian Keempat
Berwenang Menghukum

Pasal 19

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratala atau pejabat lain yang setara;

Pejabat Administrator atau Pej

Pejabat Pengawas atau pejabat

hbat lain yang setara; dan

lain yang setara.

Pasal 20

Hukuman Disiplin bagi:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli

Utama, untuk Hukuman
berupa penurunan jabatan
bulan dan pembebasan

Pejabat Pimpinan Tinggi
Hukuman Disiplin tingkat

Disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat
setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas)

dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana
selama 12 (dua belas) bulah;

Pratama di lingkungannya, untuk jenis

sedang dan berat; dan

c. Pegawai ASN untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madyg berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pr

a. ringan bagi Pegawai ASN
dibawahnya; dan

b. sedang bagi Pegawai ASN
dibawahnya.

Disiplin:

yvang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat

yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat

htama berwenang menjatuhkan Hukuman




a. ringan bagi Pegawai ASN
dibawahnya,
b. sedang bagi Pegawai ASN

C.

dibawahnya; dan

a. ringan bagi Pegawai ASN

b.

(5) Pejabat Pengawas berwenang n
a.

b.

(2)

(3)

(S)

dibawahnya;,
sedang bagi Pegawai ASN

dibawahnya dan Pejabat Fu

ringan bagi Pegawai ASN

dibawahnya dan Pejabat Fu

Pejabat Pimpinan Tinggi

Pengawas, atau pejabat lair
Kerja, berwenang menjatuhk

Pegawai ASN yang mendud
di lingkungannya.

Pejabat Fungsional Ahli Ma
penyetaraan jabatan dapat
penjatuhan hukuman disi
melakukan pelanggaran
perundang-undangan.

B4
Kewajiban Atasan Langsung d;

Atasan langsung wajib memse

Pelanggaran Disiplin sebelum

Pemeriksaan sebagaimana (
tertutup melalui tatap muka 1
dituangkan dalam bentuk ber

Dalam hal hasil pemeriksa
menyatakan kewenangan m
kewenangan atasan langsur

ringan dan sedang bagi Pe
bawahnya di lingkunganny4.

yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat

yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat

ringan dan berat bagi Pejabpt Fungsional di lingkungannya.
(4) Pejabat Administrator berwenai

ng menjatuhkan Hukuman Disiplin:

yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat

yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat
ngsional Ahli Pertama di lingkungannya.

lenjatuhkan Hukuman Disiplin:

yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat
hgsional Ahli Pertama di lingkungannya; dan

gawai ASN yang berada 2 (dua) tingkat di

Pasal 21

Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
yang setara, yang memimpin satuan Unit
hn Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi
i Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan

ya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil
elakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan
lin bagi Pegawai ASN dibawahnya yang
isiplin berdasarkan ketentuan peraturan

1gian Kelima
hn Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 22

riksa Pegawai ASN yang diduga melakukan
PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.

imaksud pada ayat (1) dilakukan secara
hngsung maupun secara virtual dan hasilnya
ita acara pemeriksaan.

hn sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
snjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan
g, maka atasan langsung tersebut wajib

menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Dalam hal hasil pemeriksapn sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyatakan kewenangan
kewenangan pejabat yang

melaporkan berita acara pg

hierarki.

Atasan langsung yang tidak

njatuhan Hukuman Disiplin merupakan
bih tinggi, maka atasan langsung wajib
meriksaan dan hasil pemeriksaan secara

melakukan pemanggilan dan pemeriksaan

terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin,




dan/atau melaporkan hasil gemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang
Menghukum dijatuhi Hukumn Disiplin.

(6) PyBM menjatuhkan Hukumgn Disiplin yang lebih berat kepada atasan

langsung sebagaimana dimal{sud pada ayat (5) dilakukan setelah melalui
proses pemeriksaan.

Pasal 23

(1) PyBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, menjatuhkan Hukuman
Disiplin kepada Pegawai N yang melakukan pelanggaran terhadap
kewajiban dan/atau larangajn.

(2) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin kepada |[Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran
Disiplin, PyBM dijatuhi Hukjiman Disiplin oleh atasannya.

(3) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang sesyiai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh
Pegawai ASN, maka PyBM dfjatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.

(4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dijatuhkan setelah melalui groses pemeriksaan.

(5) Atasan sebagaimana dimgksud pada ayat (2), juga menjatuhkan
Hukuman Disiplin terhadag Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran
Disiplin.

(6) Dalam hal tidak terdapa§ PyBM, maka kewenangan menjatuhkan
Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

B4ggian Keenam
Tata Cara Pemeriksaan, Pefjatuhan dan Penyampaian Keputusan
Huluman Disiplin

Pasal 24
(1) Sebelum melaksanakan pemegriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal
22 ayat (1) , atasan langsyng menerbitkan dan menyampaikan surat

panggilan pemeriksaan kepada Pegawai ASN paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(2) Atasan Langsung dalam melakukan pemeriksaan didasarkan pada Surat
Perintah Melaksanakan Pemefiksaan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait,
format surat perintah melaksanakan pemeriksaan tercantum dalam
Lampiran I yang merupakah bagian tidak terpisahkan dari peraturan
Bupati ini.

(3) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), atasgn langsung menerbitkan dan menyampaikan
surat panggilan pemeriksaan|kedua kepada Pegawai ASN paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tangggdl seharusnya dilakukan pemeriksaan.

(4) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),| PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin
berdasarkan alat bukti dah keterangan yang ada tanpa dilakukan
pemeriksaan.

(5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan Bupati ini.

Pasal 25




(1)

(1)

(2)

(4)

(5)

Pemeriksaan sebagaimana dilrnaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan

secara tertutup, hanya dike]
diperiksa dan atasan langs
langsung maupun secara virt|

Pegawai ASN yang diperiksF
P

disiplin, menjawab segala
langsungnya.

Apabila Pegawai ASN yang d
maka yang bersangkutan dis
dituduhkan kepadanya.

Apabila diperlukan, untuk m
dan dalam upaya menjamil
langsung dapat meminta ket
pelanggaran disiplin Pegawai

Hasil pemeriksaan sebagaimd
dituangkan dalam bentuk be
dengan contoh sebagaimar]
merupakan bagian tidak terpil

Berita acara pemeriksaan sq

rahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang

hing, Pemeriksaan dapat dilakukan secara
hal.

karena diduga melakukan pelanggaran
ertanyaan yang diajukan oleh atasan

liperiksa tidak mau menjawab pertanyaan,
inggap mengakui pelanggaran disiplin yang

endapatkan keterangan yang lebih lengkap
1 objektivitas dalam pemeriksaan, atasan
prangan dari pihak lain yang terkait dengan
ASN.

Pasal 26

na dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus
rita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai
a tercantum dalam Lampiran III yang
sahkan dari peraturan Bupati ini.

bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

ditandatangani oleh atasan IIgsung dan Pegawai ASN yang diperiksa.

Dalam hal Pegawai ASN ya
berita acara pemeriksaan se
acara pemeriksaan cukup dif
memberikan catatan bahwa
untuk menandatangani beri
sebagai dasar untuk menjatu

diperiksa tidak bersedia menandatangani
bagaimana dimaksud pada ayat (1), berita
andatangani oleh atasan langsung, dengan
Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia
'a acara pemeriksaan dan tetap dijadikan
nkan Hukuman Disiplin.

Berita acara pemeriksaan di

nakan sebagai dasar keputusan Hukuman

Disiplin yang harus menyebfitkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan
oleh Pegawai ASN yang bersapgkutan.

Pegawai ASN yang diperik

berhak mendapat salinan berita acara

pemeriksaan sebagaimana difnaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pelanggaran disiplin ASN bukan erupakan delik aduan, sehingga setiap atasan

langsung melakukan pemanggilan

dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang

diduga melakukan pelanggaran dipiplin.

ASN pada saat menjalani pemerik

didampingi oleh pengacara atau pf

Pasal 28
aan dugaan pelanggaran disiplin tidak dapat

rnasehat hukum.

Pasal 29




(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(5)
(6)

(7)

(1)

Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasgl 22 ayat (2), atasan langgung menyusun dan menyampaikan Laporan
hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin kepada PyBM.

Laporan hasil pemeriksaan elanggaran disiplin sebagaimana dimaksud
padg ayat (1) digunakan sebpgai dasar pertimbangan bagi PyBM dalam
menjatuhkan Hukuman Disipllin kepada Pegawai ASN.

Apabila. berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung
Pegawai ASN yang bersangkufan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin
berat, atasan langsung melgporkan secara hierarki kepada PPK atau

pejabat lain yang ditunjuk |disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk
membentuk tim pemeriksa.

Dalam hal atasan langsung bgrkedudukan sebagai PyBM, maka:

a. laporan hasil Pemerikspan Pelanggaran Disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disusun; dan

b. berita acara pemeriksaa digunakan sebagai dasar pertimbangan
untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Genfeeh. format Laporan asil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin
sebagaimana dimaksud pada |ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpigahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Tim pemeriksa sebagaimana| dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) dapat
dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman
hukumannya sedang.

Tim pemeriksa dibentuk dalgm hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang
ancaman hukumannya berat.

Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh PPK/Pgjabat lain yang ditunjuk.

Format Pembentukan Tim Penferiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran V| yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari peraturan Bupati ini.

Tim pemeriksa sebagaimana [dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur
atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

Selain unsur sebagaimana difnaksud pada ayat (3) tim pemeriksa dapat
melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

Susunan tim pemeriksa terdir] atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merargkap anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris njerangkap anggota; dan
c. paling kurang 1 (satu) orarng anggota.

Pasal 31

Pegawai ASN yang berdasarkpn hasil pemeriksaan terbukti melakukan
beberapa Pelanggaran Disiplip, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu
Hukuman Disiplin yang terperat setelah mempertimbangkan semua
Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.

Pegawai ASN yang pernah| dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian
melakukan Pelanggaran Disipﬂin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi
Hukuman Disiplin yang lebih |berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang




(3)

(4)

(5)

(7)

(2)

(2)

(3)

(4)

pernah dijatuhkan, kecuali u

htuk Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja

dan menaati jam kerja yang

Pegawai ASN tidak dapat dija
untuk 1 (satu) Pelanggaran D

Setiap penjatuhan Hukuman

Dalam keputusan penjatuhar
pada ayat (1) harus disebutk
Pegawai ASN yang bersangku

Keputusan penjatuhan Huku

ilakukan dalam tahun yang berbeda.
hi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih
siplin.

Pasal 32
Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyBM.

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud

n Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh
an.

man Disiplin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan secara t¢rtutup oleh PyBM kepada Pegawai ASN yang

bersangkutan serta tembusa
terkait.

Penyampaian keputusan pe
dimaksud pada ayat (1) dilaku
sejak keputusan ditetapkan.

Dalam hal Pegawai ASN yang
saat penyampaian keputusar
dikirim kepada yang bersang}
dan tercatat di instansinya.

Keputusan Hukuman Disiplin

hnya disampaikan kepada pejabat instansi

hjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana
kan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada
penjatuhan Hukuman Disiplin, keputusan
utan melalui alamat terakhir yang diketahui

tersebut berlaku pada hari ke 15 (lima belas)

sejak tanggal ditentukannya penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

Format keputusan penjatuhal
pada ayat (1) tercantum dalar
terpisahkan dari peraturan B]

Keputusan Hukuman Disi

Pengelola Kepegawaian di In

n Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud
h Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
hpati ini.

Pasal 33
blin wajib didokumentasikan oleh Pejabat

stansi yang bersangkutan.

Dokumen keputusan Hukunjan Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan sebagai salg
Pegawai ASN yang bersangk

Untuk kelancaran pemeriksa;
Disiplin dan kemungkinan
dibebaskan sementara dari ]
yang bersangkutan diperiksa

Pembebasan sementara dari t
ayat (1) berlaku sampai d
Disiplin.

h satu bahan penilaian dalam pembinaan

1tan.

Pasal 34

hn, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran
an dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat
ugas jabatannya oleh atasan langsung sejak

1gas jabatannya sebagaimana dimaksud pada
bngan ditetapkannya keputusan Hukuman

Selama Pegawai ASN sebagsd
sementara dari tugas jabata
Pegawai ASN yang dibeb
sebagaimana dimaksud p

limana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan
va, diangkat pejabat pelaksana harian.

skan sementara dari tugas jabatannya
hda ayat (1) tetap diberikan hak-hak




ii.

iii.

iv.

(1)

(2)

kepegawaiannya
undangan.

sesuali dengan ketentuan peraturan perundang-

Dalam hal atasan langsung sgbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada,

maka pembebasan sementara|dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat
yang lebih tinggi.

BAB V
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 35

ASN diberhentikan sementarzL, apabila:

a. diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman
disiplin berat; dan

b. ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan

pemberhentian sementarg untuk mendukung proses hukum.

Gaji kepada PNS yang diberhentikan sementara hanya dapat dibayarkan
sebesar 50% (lima puluh perpen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai
PNS sebelum diberhentik sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Gaji kepada PPPK yang dibefhentikan sementara tidak dibayarkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana
oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak
pidana, baik itu kejahatan tjndak pidana yang ada hubungannya dengan
tugas jabatan sebagai ASN rhaupun yang tidak ada hubungannya dengan
tugas jabatan sebagai ASN,|harus diberhentikan sementara dari sebagai
ASN.
Pemberhentian sementara sdbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Pejabat Fembina Kepegawaian atau Pejabat yang diberi
kewenangan oleh Pejabat Pefnbina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undarjgan.

Pemberhentian sementara | tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
penahanannya sebagaimanp tercantum dalam surat penahanan yang
ditetapkan oleh pihak yang berwajib.

Pemberhentian Sementara
tercantum dalam Lampiran
dari Peraturan Bupati ini.

sejak Pegawai ASN ditahan

dibuat sesuai contoh format sebagaimana
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan

ampai dengan:

Pemberhentian sementara lebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

a. dibebaskannya

tersangka dengan

surat perintah penghentian

penyidikan atau penuntjitan oleh pejabat yang berwenang; atau

b. ditetapkannya putusan
hukum tetap.

Pegawai ASN yang dibebas

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

can sebagai tersangka dengan surat perintah

penghentian penyidikan athu penuntutan oleh pejabat yang berwenang
atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukym tetap, melapor kepada PPK paling lambat 1
(satu) bulan sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau




vii.

viii.

penuntutan atau sejak dinydtakan tidak bersalah berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memppnyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan laporan sebagdimana dimaksud pada ayat (5) yvang disertai
bukti yang lengkap, Bupati aau Pejabat yang berwenang menerbitkan surat
keputusan pencabutan pemljerhentian sementara yang bersangkutan.

PNS yang telah terbukti dipgngadilan melakukan kejahatan tindak pidana
sehingga dijjatuhi hukumdn pidana penjara, dan apabila putusan
pengadilan tersebut telah |mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
penyelesaian lebih lanjut findakan administratif kepada PNS tersebut
didasarkan kepada Pasal 52|ayat (3) huruf h atau huruf i Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tenJI;ang ASN dan Pasal 3 huruf f dan Pasal 17

Peraturan Badan Kepegaw
Petunjuk Teknis Pemberhen

ian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang
ian PNS.

BAB VI

TIM PENELITI KASUS KEPEGAWAIAN BAGI ASN DAN SEKRETARIAT TIM

PENELITI KASUS KEPEGAWAIAN BAGI ASN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 37

(1) Dalam rangka pemenuhan pfosedur pembinaan disiplin Pegawai ASN yang
menjadi wewenang Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan untuk memberikan pertimbangan dalam penjatuhan
hukuman disiplin, Bupati mgmbentuk Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi
ASN dan Sekretariat Tim Pengliti Kasus Kepegawaian bagi ASN.

(2) Tim Peneliti Kasus Kepegawajan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

(1) bertugas:

a.

d.

mengumpulkan data dulfung, membentuk Tim pemeriksa atas dugaan
pelanggaran disiplin ygng dilakukan Pegawai ASN yang menjadi
wewenang Bupati,

melakukan pembahasgn bahan pertimbangan dalam sidang
penyelesaian kasus kepepawaian;

memberikan pertimbargan/rekomendasi kepada Bupati tentang
penyelesaian kasus kepegawaian; dan

melaksanakan tugas laifi yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan
pembinaan disiplin Pegapvai ASN.

Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Perargkat Daerah yang membidangi kepegawaian,

bertugas:
a.
b.

menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran disiplin PNS;

melakukan pemeriksaafi dan permintaan keterangan terhadap pihak-
pihak terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN serta melakukan
Kklarifikasi dan koordinapi ke Perangkat Daerah;

merumuskan hasil pemg¢riksaan atau permintaan keterangan;

melakukan koordinas{ pelaksanaan Sidang Penyelesaian Kasus
Kepegawaian;

menyiapkan resume bahan sidang, notulensi, rekomendasi, dan laporan
pelaksanaan sidang;




f. menyiapkan naskah dinag keputusan/rekomendasi hukuman disiplin;
dan

g. melaporkan hasil pelakqanaan tugas kepada Tim Peneliti Kasus
Kepegawaian bagi ASN.

(4) Keanggotaan Tim Peneliti Kasfis Kepegawaian bagi ASN dan Sekretariat Tim
sebagaimana dimaksud pada fyat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian

Pasal 38

(1) Sidang Penyelesaian Kasus| Kepegawaian dilakukan untuk membahas
dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang kewenangan menjatuhkan
hukuman disiplin menjadi kewenangan Bupati.

s

(2) Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1)
dihadiri Tim Peneliti Kasus K¢pegawaian bagi ASN dan/atau Tim pemeriksa,
narasumber dari Perangkaf Daerah, dan atasan Pegawai ASN yang
melakukan pelanggaran disiplin.

(3) Atasan Pegawai ASN yang
masukan kepada Tim berkai

elakukan pelanggaran disiplin memberikan
dengan kedisiplinan, perilaku dan kinerja.

(4) Tim Peneliti Kasus Kepegaw
nota dinas kepada Bupati der
konsep Keputusan Bupati.

an bagi ASN melaporkan hasil sidang melalui
gan melampirkan notulensi, Berita Acara , dan

Bagian ketiga
Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin

Pasal 39

(1) Penyampaian keputusan Hykuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang
Berwenang Menghukum atay pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksgud pada ayat (1) memanggil secara tertulis ASN
yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan
Hukuman Disiplin.

(3) Surat panggilan tertulis urftuk menerima keputusan Hukuman Disiplin
dibuat sesuai contoh forma{ sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidgk terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat
yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS
yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang
terkait.

(5) Penyampaian secara tertytup sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan penyampaian |keputusan Hukuman Disiplin yang hanya
diketahui oleh ASN yang flijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang
menyampaikan, serta pejabgt lain yang terkait.

(6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejgk keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.

(7) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat
penyampaian keputusan Hpikuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin
dikirim kepada yang bersanjgkutan.

(8) Pengiriman keputusan Hukhman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
penyampaian keputusan [ Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6)




(1)
(2)

(3)

(1)

(6)

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 40

Pegawai ASN yang tidak pugs terhadap Keputusan PPK atau Keputusan
Pejabat dapat mengajukan Upgaya Administratif.

Upaya Administratif sebagajmana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Keberatan dan Banding Admihistratif.

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan pefaturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN.

Pasal 41

Pegawai ASN yang mengajukgn keberatan atau banding administratif, tidak
diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan
yang mempunyai kekuatan hpkum tetap.

Pegawai ASN yang mengajukgn banding administrasi dibayarkan gaji selama
mendapat izin dari PPK.

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pegawai ASN
langsung kepada PPK.

PPK memberikan izin atau tjdak memberikan izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tergantung pertimbangan dampak lingkungan kerja.

Apabila keputusan hukumaf disiplin dibatalkan maka Pegawai ASN yang
bersangkutan dapat diperfimbangkan kenaikan gaji berkala sesuai
ketentuan peraturan perundpng-undangan.

Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga
melakukan Pelanggaran isiplin atau sedang mengajukan upaya
administrasi tidak dapat dis¢tujui untuk pindah Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1) Ketentuan tingkat dan [jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS

sebagaimana dimaksud dajam Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini
berlaku setelah Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai

ASN berlaku

(2) Sebelum berlakunya Peratfiran Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan

Pegawai ASN sebagaimana [dimaksud pada ayat (1) Penjatuhan Hukuman
Disiplin sedang bagi PNS [erlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
pasal 7 ayat (3) Peratur Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS, berlaku ketenfuan sebagai berikut:

1) penundaan kenaikaf gaji berkala selama 1 (satu) tahun;




2) penundaan kenaikan

3) penurunan pangkat s

KETE

Ketentuan Peraturan Bupati ini b

Negeri Sipil.

1angkat selama 1 (satu) tahun; dan

ingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB IX
NTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
erlaku mutatis mutandis untuk Calon Pegawai

BAB X

KET?NTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlak

Agar setiap orang mengetahuin

Pasal 44
u pada tanggal diundangkan.

, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannyp dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Diundangkan di Ungaran

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN S

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

PARAF KOORDINASI

8KPD
PENGUSUKG

i

KABAG
HUKUM

k

EMARANG TAHUN 2025 NOMOR




